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ABSTRAK 
 

Kejaksaan merupakan salah satu badan penegakan hukum yang didalamnya 

memiliki Jaksa Pengacara Negara yang berwenang melakukan penegakan hukum, 

pelayanan hukum di bidang administrasi negara dan sipil, permasalahan hukum, 

bantuan hukum, dan litigasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peranan Kejaksaan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan tingkat 

independensi yang dimiliki Kejaksaan dalam melaksanakan tugas resmi Kejaksaan. 

Penelitian deskriptif analitik dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2024. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan 

publikasi. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa Kejaksaan di 

bentengi oleh kode etik dan wajib patuh dengan doktrin Tri Krama Adhiyaksa 

merupakan cara yang dilakukan kejaksaan untuk menjaga independensi dan 

profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai jaksa pengacara negara. 

Penelitian ini kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara 

untuk mewakili PT PLN (Persero) UID JTY-UP3 SURAKARTA dalam 

penyelesaian perkara PTUN dalam penanganan perkara ini penggunaan jasa Jaksa 

Pengacara Negara (JPN) tidak perlu mengeluarkan biaya/ fee. Jumlah perkara yang 

ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kapasitasnya sebagai 

pengacara negara kurang dari 1% dari jumlah perkara yang ditangani PTUN 

Semarang sebanyak 1.685 perkara hal ini menunjukan bahwa kewenangan 

kejaksaan sebagai pengacara belum tersosialisasikan dengan baik, penulis 

memberikan saran agar kewenangan jaksa sebagai pengacara negara lebih 

disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan 

tersebut. 
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